BAB VI
SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Generik Bluru Kidul

adalah sebagai berikut:

a.

Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya mahasiswa calon
apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang
berhubungan dengan anatomi dan fisiologi tubuh, terapi dan
tata laksana suatu penyakit (degenerative), selain itu
membekali diri pula mengenai pengetahuan dalam pelayanan
kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang
kefarmasian serta manajemen apotek agar dalam melakukan
PKPA di apotek dapat bertindak secara efektif dan efisien.
Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dan
antusias dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA di Viva
Generik agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan
keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek
sehingga kelak dapat menerapkannya dalam menjalankan
praktik profesi di tengah masyarakat.

Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya
sistem pengaturan untuk menghindari kesalahan dalam
pengerjaan resep.

Pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada
pasien perlu ditingkatkan sehingga pasien benar-benar paham
cara penggunaan obat yang diperoleh dan dapat menambah
kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat

tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
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Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat menberikan
keuntungan bagi pasien, agar dapat menambah kesan privasi
dan kenyamanan kepada pasien. Harapannya agar pasien dapat
memberikan informasi obat-obat yang sudah di gunakan dan
keluhan-keluhan yang dirasakannya secara lengkap tanpa

khawatir diketahui oleh pihak lain.
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